
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.​ Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 

ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanah 

tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2), berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Pasal 3).  

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan, di antaranya 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arahan tentang perlunya disusun 

dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.  

Dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut telah 

ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan kriteria mengenai 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Untuk mencapai kompetensi lulusan tersebut perlu ditetapkan 

Standar Isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan 

tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada 
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jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  Ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan 

pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam 

Standar Isi untuk setiap mata pelajaran. Standar Isi disesuaikan dengan 

substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap 

sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi 

dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat 

kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada 

Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi 

ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan 

kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan 

yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan 

dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui 

aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 

mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya 

mempengaruhi Standar Isi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa Standar Isi adalah 

kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang 

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep 

keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. 

Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat 

perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan 

penguasaan kompetensi yang berjenjang.  

Selain itu, Pemerintah juga sudah menetapkan Kompetensi Inti dan 

Kopetensi Dasar. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat 

kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki 

seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sedangkan Kompetensi dasar 

merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai 
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peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan 

pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.  

Dalam implementasi kurikulum 2013, sekolah berkewajiban 

mengembangan kurikulum operasional yang dikembangkan dan 

diimplementasikan oleh satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hal ini sesuai dengan yang 

diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasa 1 ayat 20 “Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh 

dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan.” 

Berdasarkan hal di atas, Satuan Pendidikan harus menerjemahkan 

peraturan-peraturan tersebut ke dalam sebuah kurikulum yang bisa menjadi 

pedoman bagi satuan pendidikan dalam kegiatan penyelengaraan pendidikan.  

Kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat (2) ditegaskan bahwa 

kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan 

prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan 

peserta dididk. Atas dasar pemikiran tersebut maka perlu dikembangkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional 

yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

tahun 2005 bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan 

Dasar dan Menengah mengacu pada standar isi dan standar kompetensi 

lulusan serta berpedoman pada panduan dari Badan Standar Nasional 

Pendidikan. 

Pengembangan kurikulum 2013 secara berkesinambungan 

mempertimbangkan berbagai hal dan masukan dari berbagai unsur masyarakat 

sebagai satu kesatuan entitas bangsa yang menginginkan peningkatan kualitas 

peserta didik di masa depan. Dalam perjalanan pengembangannya disertai 

dengan evaluasi formatif yang memungkinan perbaikan pada tataran dokumen 

dan implementasi. Perbaikan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat 

sehingga kurikulum hasil perbaikan menjadi milik semua komponen bangsa. 
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Perbaikan kurikulum dapat dilakukan secara holistik komprehensif mulai dari 

ide, desain, dokumen sampai dengan implementasi. Namun perbaikan 

kurikulum juga dapat dilakukan pada sebagian dimensi kurikulum dan aspek 

tertentu dari kurikulum. Perbaikan kurikulum 2013 pada saat ini lebih bersifat 

evaluasi formatif dengan melakukan perbaikan pada dokumen KI-KD, silabus, 

pedoman mata pelajaran, pembelajaran dan penilaian hasil belajar, serta buku 

teks pelajaran. 

Untuk memenuhi amanat undang-undang serta peraturan pemerintah 

seperti tersebut di atas dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pada 

umumnya, serta tujuan pendidikan sekolah khususnya, maka SD Negeri Satu 

Nusa Satu Bangsa memandang perlu untuk mengembangkan Kurikulum SDN 

Satu Nusa Satu Bangsa pada setiap pergantian tahun pelajaran. Melalui 

kurikulum ini sekolah dapat melaksanakan program pendidikannya sesuai 

dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, dalam 

pengembangannya melibatkan seluruh warga sekolah dengan berkoordinasi 

kepada pemangku kepentingan di lingkungan sekitar sekolah. 

Penyusunan kurikulum ini telah melalui beberapa tahap, mulai dari 

membentuk tim pengembang kurikulum sekolah, menyiapkan dan mengkaji 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan analisis konteks, 

melaksanakan rapat koordinasi penyusunan KTSP, melakukan penelaahan dan 

penyempurnaan KTSP kurikulum 2013, menetapkan dan mengesahkan 

pemberlakuan KTSP. 

 

B.​ Landasan Hukum 

Kurikulum Pendidikan Dasar SD Negeri Satu Nusa Satu Bangsa dikembangkan, 

berlandaskan pada: 

1.​ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

2.​ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan terakhir Peraturan 

Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

3.​ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter; 

4.​ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2008 tentang Pembinaan Kesiswaan; 
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5.​ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah; 

6.​ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 15 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di 

Kabupaten/Kota; 

7.​ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah; 

8.​ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler 

Wajib; 

9.​ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah; 

10.​Peraturan Mendikbud No. 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan 

Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013. 

11.​Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada 

Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.  

12.​Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2015 Tentang Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti; 

13.​Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; 

14.​Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru; 

15.​Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah; 

16.​Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 

17.​Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repu;blk Indonesia Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah 

18.​Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah; 

​ ​  
 
 

http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/pengelolaan/Permen_19_Th-2007.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/pengelolaan/Permen_19_Th-2007.zip
http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/pengelolaan/Permen_19_Th-2007.zip


19.​Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran 

pada Kurikulum 2013; 

20.​Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 2018.Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah 

 

C.​ Acuan Konseptual 

Acuan konseptual penyusunan KTSP SD Negeri Satu Nusa Satu Bangsa adalah 

sebagai berikut. 

1. ​ Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia  

​ Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pengembangan kepribadian 

peserta didik secara utuh. KTSP disusun agar semua mata pelajaran dapat 

meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.  

2. ​ Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama  

​ Kurikulum dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan toleransi 

dan kerukunan interumat dan antarumat beragama.  

3. ​ Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan  

​ Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan 

kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya 

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh 

karena itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap 

kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa 

dalam wilayah NKRI.  

4. ​ Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Bakat, dan Minat sesuai dengan Tingkat 

Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik  

​ Pendidikan merupakan proses holistik/sistemik dan sistematik untuk 

meningkatkan harkat dan martabat manusia yang memungkinkan potensi 

diri (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) berkembang secara optimal. 

Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, 

bakat, minat, serta tingkat perkembangan kecerdasan; intelektual, 

emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.  

5. ​ Kesetaraan Warga Negara Memperoleh Pendidikan Bermutu  
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​ Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang holistik dan berkeadilan dengan memperhatikan 

kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu.  

6. ​ Kebutuhan Kompetensi Masa Depan  

​ Kompetensi peserta didik yang diperlukan antara lain berpikir kritis dan 

membuat keputusan, memecahkan masalah yang kompleks secara lintas 

bidang keilmuan, berpikir kreatif dan kewirausahaan, berkomunikasi dan 

berkolaborasi, menggunakan pengetahuan kesempatan secara inovatif, 

mengelola keuangan, kesehatan, dan tanggung jawab warga negara.  

7. ​ Tuntutan Dunia Kerja  

​ Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya 

pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai 

kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu mengembangkan jiwa 

kewirausahaan dan kecakapan hidup untuk membekali peserta didik 

dalam melanjutkan studi dan/atau memasuki dunia kerja. Terlebih bagi 

peserta didik pada satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang 

tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.  

8. ​ Perkembangan Ipteks  

​ Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa 

masyarakat berbasis pengetahuan di mana Ipteks sangat berperan sebagai 

penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan 

penyesuaian terhadap perkembangan Ipteks sehingga tetap relevan dan 

kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus 

dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan 

perkembangan Ipteks.  

9. ​ Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah serta Lingkungan  

​ Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan 

karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan 

yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup 

sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut 

untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan 

pengembangan daerah dan lingkungan.  

10. ​ Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional  

​ Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media 

pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong 

partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. 
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Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara 

kepentingan daerah dan nasional.  

11. Dinamika Perkembangan Global  

​ Kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian, baik pada 

individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan 

oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan 

individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan 

untuk hidup berdampingan dengan bangsa lain.  

12. ​ Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat  

​ Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial 

budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman 

budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat 

ditumbuhkembangkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari 

daerah dan bangsa lain.  

13. ​ Karakteristik Satuan Pendidikan  

​ Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan 

pendidikan. 

 

D.​Tujuan Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Satu Nusa Satu Bangsa dikembangkan  

dengan tujuan: 

1.​ Membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan 

pendidikan agama. 

2.​ Meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, 

dan kewajibannya dalam kehidupan bermaysrakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. Yang 

dimaksud kesadaran dan wawasan adalah termasuk wawasan 

kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap 

hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, kesetaraan gender, 

demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, dan sikap 

serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. 

3.​ Mengenal, menyikapi, dan megapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta menanamkan kebiasaan berpikir dan perilaku ilmiah yang kritis, 

kreatif, mandiri. 
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4.​ Meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengngekspresikan keindahan 

dan harmoni mencakup aprsiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan 

individual maupun dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mampu 

menciptakan kebersamaan yang harmonis. 

5.​ Meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran 

hidup sehat. 

6.​ Mengenal, memahami dan mencintai budaya lokal khususnya dalam 

budaya dan bahasa Bandung 

7.​ Mengembangkan kepribadian siswa sesuai dengan bakat, minat, serta 

potensi yang dimilikinya. 

8.​ Memberi bekal dasar dalam memasuki dunia global  

 

E.​ Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Pengembangan kurikulum ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1.​ Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan datang. Kurikulum 

dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi 

sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan 

tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan 

potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta 

tuntutan lingkungan pada masa kini dan yang akan datang. Memiliki posisi 

sentral berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta 

didik.  

2.​ Belajar sepanjang hayat, kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, 

pembudayaan, dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar 

sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur 

pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi 

dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan 

manusia seutuhnya.  

3.​ Menyeluruh dan berkesinambungan, substansi kurikulum mencakup 

keseluruhan dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 

bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan 

disajikan secara berkesinambungan antar jenjang pendidikan.  
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